Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Kembali Sita Aset Obligor
Rp
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Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank
Indonesia (Satgas BLBI) kembali menyita aset properti eks BLBI di Provinsi Banten dan
Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan Satgas BLBI melakukan
penguasaan fisik aset properti eks BLBI serta penyitaan harta kekayaan lain terkait
debitur/obligor di Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp44,80
miliar.

Rionald merinci, penyitaan atas harta kekayaan lain terkait debitur PT Linolen
Sari Nabati Murni berupa 58 bidang tanah seluas 5.085 meter persegi dan segala sesuatu
di atasnya yang terletak di Perumahan Duren Vilage, Kelurahan Sudimara Selatan,
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang dengan estimasi nilai sebesar Rp40 miliar.

“Penyitaan ini dilakukan dalam rangka penyelesaian utang kepada negara yang
hingga saat ini belum diselesaikan sebesar Rp31,31 miliar sudah termasuk Biaya
Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen,” kata Rionald dalam keterangan
resmi dikutip 12 Juli 2024.

Kemudian, Satgas BLBI melakukan penguasaan fisik aset properti eks Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melalui pemasangan plang atas 6 bidang tanah
seluas 83.244 meter persegi yang terletak di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Sungai
Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalsel.

Aset tersebut berasal dari Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) eks Setia
Komandotama/Bank PDFCI BTO dengan estimasi nilai sebesar Rp4,80 miliar.
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Rionald bilang, Satgas BLBI akan terus melakukan upaya berkelanjutan untuk
memastikan pengembalian hak tagih negara melalui serangkaian upaya seperti
pemblokiran, penyitaan, dan penjualan aset-aset obligor/debitur yang merupakan jaminan
maupun harta kekayaan lain yang dimiiki obligor/debitur.

“Barang jaminan milik debitur/obligor yang telah dilakukan penyitaan akan
dilanjutkan proses pengurusannya melalui mekanisme PUPN, yaitu dilakukan penjualan
secara terbuka melalui lelang dan/atau penyelesaian lainnya,” jelasnya.

Adapun terhadap aset properti eks BLBI yang telah dilakukan penguasaan fisik,
selanjutnya akan dilakukan optimalisasi pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Untuk tahap berikutnya, Satgas BLBI telah merencanakan tindakan penguasaan
fisik atas aset properti yang tersebar di berbagai kota/kabupaten di Indonesia.
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Catatan:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah
e Pasall

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan
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kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan
tidak mengubah status kepemilikan.

5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu
tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan
kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

7. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

8. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

e Pasal 14 ayat (2) Yang dimaksud dengan "Pengamanan administrasi” antara lain
melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertipikat
tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara
Pengukuran atas Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan "Pengamanan fisik"
antara lain melakukan pemagaran terhadap Barang Milik Negara atas tanah kosong
yang belum/akan dimanfaatkan. Yang dimaksud dengan "Pengamanan hukum™ antara
lain melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan,

dalam hal terdapat gugatan atas Barang Milik Negara.

e Pasal 19 ayat (2) Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya
pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya
dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan Barang Milik
Daerah tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur / Bupati /
Walikota.
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